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Gandeng Dukcapll Bappebti Harmonisasi Data Investor

JAKARTA, ID) - Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) meneken perjanjian kerja
sama (PKS) dengan Direktorat Jen-
deral Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam
Negeri untuk melakukan harmonisasi
data investor perdagangan berjangka
komoditas dalam upaya mencegah pe-
nyimpangan seperti pencucian uang.

“Penandatanganan PKS ini adalah
vigud harmonisasi untuk mendukung
{ransparansi atas implementasi keten-
tuan di bndang pe:rﬂagangml berjangka
komoditi, sistem resi gudang, dan pasar
lelang komoditas dalam rangka peman-
faatan data kependudulan. Hal i juga
telah diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang Pemberian Hak Akses dan Pe-
manfaatan Data Kependudukan,” kata
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiat-
moko dalam keterangan resmi, Kamis
Malam (23/12/2022).

Didid mengungkapkan, PKS ini
terkait pemanfaatan nomor induk

' -3 SO 1 s e
Didid Noordiatmoko

kependudukan, data kependudukan,
dan kartu tanda penduduk elektronik
dalam linglup tugas Bappebti. “PKS
mengatur lebih khusus layanan
petizinan dan pengawasan terhadap
pelaku usaha yang berada di bawah
naungan Bappebti, serta dalam proses

penerimaan nasabah dan/atau pelang-
gan oleh pelalou usaha yang berada
di bawah naungan Bappebti. Hal ini
bertu;uan me noegah p-enynnpmlgan,
seperti pencucian uang,” terang dia.
Didid menyampaikan, tantangan
dalam era globalisasi dan industri
digital ke depannya menempatkan
basis teknologi sebagai tolok ukur
dalam pelaksanaan setiap fungsi
pengawasan, baik yang bersifat opera-
sional maupun telmis. Oleh karena itu,
Bappebti memandang perlu memiliki
PKS langsung dengan Direktorat
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dia menerangkan, bagi setiap
pelalm usaha wajib memiliki dolumen
perjanjian kerja sama dengan Dirjen
Dukeapil dalam rangka hak akses
dan pemanfaatan data kependudulkan
dengan Permendagri Nomor 102 Tahun
2019 tentang Pemberian Hak Aleses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan. Hal
itu diatur dalam Permendagri Nomor
102 Tahun 2019 tentang Pemberian
Hak Akses dan Pemanfaatan Data

Kependudukan bahwa pengguna pusat
dapat mengajukan pemberian hak akses
yang tahapannya telah diatur dalam
Pasal 7 Permendagri No.102 Tahun
2019, Tahapan tersebut salah satunya
memiliki nota kesepahaman dan pfr_pm}

jian kerja sama dengan Dirjen
Selanjutnya, keteni‘uan Pasal 15

Permendagri Nomor 102 Tahun 2019
mempersyaratkan dolumen perizinan
usaha sebelum badan huloum Indone
sia dapat melakukan perjanjian kerja
sama dengan Dirjen Dukcapil dalam
rangka hal akses dan pemanfaatan
data kepend’nduk:m “Diharaplkan
dengan PESini, kfpendudukan dapat
di bldang perdagangan berjangka
komoditi, sistem resi gudang, dan pasar
lelang komoditas. Selain itu, seluruh
jajaran bursa berjangka, lembaga kliring,
memiliki komitmen yang finggi untuk
mendukung implementasi PKS ini dan
dapat menginformasikan kepada selu-
ruh anggotanya,” tandas Didid. (va)



http://www.tcpdf.org

